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Abstrak
Administrator publik mempunyai peranan penting dan menentukan keberhasilan dan kegagalan
pelayanan publik dalam usahanya untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam implementasinya
kebijakan yang dilaksanakan administrator bukanlah merupakan hal mudah, diperlukan
kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas tersebut sehingga memungkinkan
tercapainya tujuan pelayanan publik yakni tersejahterakanya masyarakat melalui pelayanan
yang mudah, terjangkau, dan dengan biaya murah. Dengan demikian kompetensi administra-
tor dalam mengimplementasikan setiap kebijakan maupun program akan menjadikan ukuran
keberhasilan maupun kegagalan suatu program. Daya dukung profesionalisme sebagai ad-
ministrator akan membantu kelancaran dan ketercapain program, disamping perlunya
mengantisipasi dan memprediksi perkembangan yang terjadi serta didukung dengan
kemampuan administrator dalam penggunaan TIK yang tepat melalui e-government dan
berdampak terhadap kelancaran pelayanan publik sebagai bentuk untuk mewujudkan good

governance.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik, Kompetensi

Paradigma Pelayanan Publik

Perkembangan paradigma administrasi
publik sekarang ini telah memasuki era baru
yaitu bergesernya perkembangan ke arah
pelayanan publik (publik secvice) bahkan
adayang mengatakan new public service era,
yaitu bergesernya orientasi administrator
bukannya sebagai pelaksana kebijakan saja,
tetapi mempunyai orientasi lebih luas dan
aplikatif lagi terhadap peran pentingnya ad-
ministrator dalam melayani masyarakatnya.
Era ini menunjukan bahwa kemampuan
profesionalisme administrator sangat dibu-
tuhkan dan menentukan dalam pencapaian
tujuan setiap program yang dilaksanakan
oleh birokrasi publik dengan menghadapi
perkembangan dan permasalah publik yang
bergerak sangat cepat (Fredericson 1970,
Hendry 1988, Osborne 1997).

Hal ini berimplikasi terhadap tugas dan
fungsi pemerintah untuk menyediakan dan

memberikan pelayanan kepada publiknya
untuk meningkatkan kesejahteraan masya-
rakatnya baik berkenaan dengan barang dan
jasa yang dibutuhkanya maupun aspek
ketersediaan akses publik untuk mendapat-
kan pelayanan yang adil dan terbuka sesuai
dengan aturan yang berlaku. Pemerintah In-
donesia, sebenarnya telah mengariskan
sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,
yang secara legal formal hal tersebut
sebenarnya mencerminkan bahwa rakyat
harus sejahtera lahir dan batin, mungkinkah
demikian? Bagimana dengan tingginya
tingkat kemiskinan yang mencapai 33,7 juta
orang miskin (Kontan 13 Februari 2009) dan
tingkat pengganguran yang mencapai 9,34
juta orang (BPS 2008).

Landasan yuridis formal untuk menjamin
dan meningkatkan kesejahteraan masya-
rakat melalui pelayanan publik yang memadai
sebenarnya sudah diatur dalam Undang-
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Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang
Pelayanan Publik, bahkan untuk menjaga
kelancaran, efesiensi, dan efektivitas dalam
pelaksanaanya, kiranya UU Nomor 11 Tahun
2008, tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sangat mendukung terhadap
implementasi UU tersebut. Dengan tujuan
akhirnya adalah masyarakat merasa
terpenuhi/puas atas layanan publik oleh
adminitrator publiknya, secara skematik
dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

& reradigma Pelayanan publik

Gambar: Skemétikv ﬁ'aradigma elayanan
Publik

Pemerintah mempunyai tugas dan
fungsi untuk menyediakan bahkan menya-
lurkan kebutuhan masyarakatnya baik
berupa jasa maupun barang(gods) sebagai
wujud pelayanan kepada masyarakatnya.
Hal ini dilakukan melalui penyediaan pelaya-
nan barang dan jasa secara adil dan merata
sebagaimana prosedur dan aturan yang
berlaku. Yang jelas partisipasi masyarakat
dalam pengadaan dan penyaluran barang
dan jasa sangat diperlukan, sebagai
konsekuensi pemerintah dalam memberikan
layanan kepada masyarakatnya untuk
menunjang kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintah sebagai administrator publik
sekaligus implementor setiap kebijakan
publik yang diamanatkan oleh para pengambil
keputusan (policy maker), sebagaimana
dikemukakan oleh Pfiffner and Presthus,
(1960:4), “Public administration involves the
implementation of public policy which has
been determine by reprensentative political
bodies”. Hal ini menunjukkan bahwa admin-
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istrator mempunyai tugas dan fungsi secara
akuntabel dan responsibel dari setiap kebi-
jakan yang diamanatkan oleh para pengam-
bil keputusan (DPR) untuk diimplementasi-
kan secara nyata kepada masyarakatnya.

Implementasi Kebijakan Pelayanan
Publik

Administrator sebagai pelaksana
kebijakan publik, dalam hal ini implementor
dari UU No. 25 tahun 2009 dengan didukung
UU No. 11 tahun 2008. Walau secara
implementatif UU tersebut baru berlaku efektif
paling lambat tahun 2011. Keberadaan UU
tersebut sedikitnya membutuhkan sebanyak
5 PP dan 1 Perpres, yaitu : 1). PP Pelayanan
Publik; 2). PP Standar Pelayanan Publik; 3).
PP Peran Serta Masyarakat; 4). PP Ruang
Lingkup Pelayanan Publik; 5). PP Akses
Masyarakat untuk Mendapatkan Pelayanan
Publik, serta Perpres Mekanisme Ganti Rugi
(Media Taspen 2008) .

Ada beberapa hal yang harus dipersiap-
kan dalam rangka implementasi kebijakan
pelayanan publik ini. Terdapat beberapa
unsur pokok dalam menjalankan kebijakan
ini, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah
(1988:11) dan Smith (1977:261) dalam
Tachjan (2006:26), bahwa “unsur-unsur
implementasi kebijakan yang mutlak harus
ada ialah: (1) unsur pelaksana (implementor),
(2) adanya program yang akan dilaksanakan,
(3) target groups”. Peran pelaksana (admin-
istrator) mempunyai peran menentukan
dalam implementasi kebijakan ini untuk
mewujudkan program yang akan dilaksana-
kan dan dicapai sesuai tujuan yang diingin-
kan terhadap sasaran program (target
groups).

Pelaksana (implementor) dalam pela-
yanan publik ini adalah administrator (peme-
rintah/privat), baik dalam pengadaan maupun
penyaluran bahkan sampai dengan diterima-
nya barang dan jasa oleh masyarakat
tersebut, sehingga manfaat langsung dan
tidak langsung dapat dirasakannya. Di
sinilah kompetensi administrator pada
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semua level birokrasi akan dipertaruhkan
agartercapai atau tidaknya tujuan pelayanan
yang dilaksanakannya. Karena itu diperiu-
kan kompetensi (kecermatan dan kemam-
puan) masing-masing administrator melalui
Penguasaan, ketepatan penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK),
sehingga memudahkan dan memperlancar
pengadaan dan penyaluran barang dan jasa
kepada masyarakat secara efesien dan
efektif.

Administrator dalam mengimplemen-
tasikan setiap kebijakan pelayanan publik
akan teraplikasi nyata melalui program-
Programnya, misalnya dalam bentuk program
Bantuan Langsung Tunai (BLT), program
Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah
(LARASITA) BPN-RI, program Pember-
dayaan Masyarakat Desa (PMD), dan pro-
gram-program lainya. Contoh bentuk-bentuk
Program pemerintah tersebut akan menjadi
ukuran nyata bagi publiknya dan sebagai
indikator keberhasilan dan kegagalan bagi
administrator dalam menajalankan program
layanan terhadap publiknya,

Sebagaimana ditegaskan oleh Howlet
and Ramesh (1995 : 153), bahwa: “Its is
defined as the process whereby program or
policies are carried out; it do notes the trans-
lation of plans into practice’(implementasi
kebijakan adalah proses pelaksanaan pro-
gram-program atau kebijakan-kebijakan,
yang merupakan penerjemahan dari
- encana-rencana kedalam praktek). Pemikir-

. an ini menunjukan bahwa administrator

~ hanyasebagai pelaksana dari setiap kebija-

- kanyang terimplementasi pada setiap pro-
gramyang akan dilaksanakan secara nyata
olehadministrator publik dilapangan.

Implementasi kebijakan layanan publik
- yangterimplementasi dalam setiap program
- Pemerintah tersebut pasti ada sasaran
- Programnya yang secara politis untuk atau

demikepentingan masyarakat? Tepat sasar-
an atau tidaknya program ity dan berdampak
langsung atau tidak terhadap masyarakat
tentu akan menjadi ukuran dan penilaian
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masyarakat, apakah mereka merasakan
atau tidak program tersebut terhadap
kesejahteraan yang sebenarnya atau hanya
sekedar berdampak populis sesaat saja.

Program-program yang menjadi ruang
lingkup pelaksanaan pelayanan publik
sesuai dengan yang diamanatkan UU No.
25 tahun 2009 pasal 5 ayat 2, bahwa ruang
lingkup pelayanan publik sebagai berikut :
pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan
usaha, tempat tinggal, komunikasi dan infor-
masi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan
sosial, energi, perbankan, perhubungan,
sumber daya alam, pariwisata, dan sektor
lain yang terkait,

Ruang lingkup pelayanan publik
sebagaimana diatur dalam UU tersebut jelas
menunjukan sebagai pedoman atay arah bagi
pemerintah dalam membuat program-pro-
gram kerjanya. Oleh sebab itu, setiap peng-
implementasian suatu kebijakan yang terja-
bar setiap program kerja pemerintah sesuai
dengan departemen bahkan di tingkat peme-
rintah daerah Program tersebut telah tersebar
di setiap SKPD-nya. Untuk itu perluadanya
pemahaman yang cermat dari para admin-
istrator melihat isj kebijakan dan program
yang akan dilaksanakan secara cermat,
sebagaimana dikemukakan oleh Grindel
(1980: 11):

“Melihat isi kebijakan dari sejauhmana
manfaat kebijakan bagi pelaku kebijakan.
Semakin banyak manfaat yag diperoleh oleh
pelaku kebijakan semakin mudah kebijakan
dilaksanakan. Di samping itu isi kebijakan
juga menunjukan seberapa besar derajat
perubahan yang hendak dicapai serta posisi
pembuat kebijakan dalam mempengaruhi
pelaksanaan kebijakan,

Proses implementasi kebijakan dimulai
ketika tujuan dan sasaran telah dispesifi-
kasikan, program-program telah didesain,
dan dana telah dialokasikan untuk penca-
paian tujuan sebagai basic conditions”

Pemikiran tersebut menunjukan adanya
kesiapan dan instrospeksi diri administrator
terhadap kebijakan atau program yang akan
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dilaksanakanya. Setiap kebijakan yang akan
dilaksakan pada setiap program harus
diantisipasi terlebih dahulu apakah isi kebija-
kan dan program tersebut layak atau tidak
dilaksanakan, bagaimana kemampuan ad-
ministrator dalam mempengaruhi pembuat
kebijakan untuk terlaksananya kebijakan
atau program sesuai harapan, maupun
kemampuan mencermati aspek-aspek
lingkungan yang akan mempengaruhi
keberhasilan program tersebut.

Perkembangan lingkungan eksternal
sekarang ini sangat kuat berpengaruh
terhadap administrator dalam menjalankan
tugas dan fungsinya sebagai implementasi
kebijakan dan program (terlaksananya
kebijakan dan program dengan lancar).
Desakan publik untuk terimplementasinya
program, terasanya manfaat program, dan
dampak program terhadap kesejahteraan
publiknya. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh
global dan perkembangan teknologi yang
menuntutadministrator untuk mengantisipasi
dan mengakomodasi terhadap perkemba-
ngan yang terjadi.

Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) dalam Layanan Publik.

PerkembanganTeknologi Informasi dan
komunikasi(TIK) merupakan salah satu alat
bantu dalam peningkatan pelayanan publik
agar efesien dan efektif, atau dalam bahasa
UU No. 25, pasal 4, bahwa pelayanan publik
harus berasaskan: a) kepentingan umum, b)
kepastian hukum, c) kesamaan hak, d) kese-
imbangan hak dan kewajiban, &) keprofesio-
nalan, f) partisipatif, g) persamaan perlakuan/
tidak diskriminatif, h) keterbukaan, i) akun-
tabilitas, j) fasilitas dan perlakuan khusus
bagi kelompok rentan, k) ketepatan waktu,
dan l) kecepatan, kemudahan, dan keter-
jangkauan.

Berbicara mengenai UU tersebut dalam
hal pelayanan publik yang efisien dan efektif
jelas peran TIK akan sangat mempengaruhi
kelancaran, ketepatan, dan keterjangkauan
dalam pelayanan tersebut sebagaimana
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diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008, tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 4
ayat ¢, bahwa tujuan pemanfaatan TIK dan
Transaksi elektronik adalah untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan publik.

Implementasi TIK dalam pelayanan
publik bagi administrator pemerintahan ini
telah terwujud seperti adanya e-government
sebagai alat bantu untuk memperlancar
urusan administrasi pemerintahan maupun
menyangkut pelayanan publik. Pemahaman
mengenai e-government ini menurut
pengertian World Bank (dikutip dari
Fitriawan@maiser.unila.ac.id), adalah
sebagai berikut:

“‘E-Government refers to the use by the
government agencies of information tech-
nologies (such as Wide Area Networks, the
Internet, and mobile computing) that have
the ability to transform relation with citizens,
businesses, and other arms of government’,

Pemerintah Amerika sendiri mende-
finisikan e-government sebagai berikut: “e-
government refers to the delivery of govern-
ment information and services online through
the internet or other digital means”.
Sedangkan menurut pengertian Kamus Kom-
puter dan Teknologi Informasi (http://
www.total.or.id/info.php?kk=E-Government)
memberikan pengertian sebagai berikut:
“merupakan istilah yang digunakan untuk
berbagai kegiatan pemerintah yang dibantu
melalui media teknologi informasi dan
komunikasi. E-Gevernment sering juga
disingkat e-Gov. e-Gov pertama kali diusul-
kan pada tahun 1990 dan diuji coba dibebe-
rapa negara bagian Amerika. Saat ini bebe-
rapa negara bagian tersebut telah menerap-
kan layanan pemerintahan kepada masyara-
kat dengan menggunakan internet”.

Peran TIK dalam pelayanan publik di
Indonesia, jelas sangat membantu dalam pe-
nyediaan dan penyaluran kebutuhan masya-
rakat baik barang maupun jasa dalam rangka
mensejahterakan masyarakatnya. Ada bebe-
rapa hal yang perlu dipahami dalam konsep




pelayanan publik ini, sebagaimana dikemu-
kakan oleh: Ndraha (2005:192), bahwa:

“Konsep pelayanan pemerintah menun-
jukkan pelayanan yang berbeda dengan
pelayanan yang bersifat privat. Pelayanan
pemerintah meliputi pelayanan publik yang
sifatnya “no choice”, tarifnya seterjangkau
mungkin oleh seluruh lapisan masyarakat
terutama lapisan bawah, dan merupakan
kewenangan pemerintah, dan pelayanan civil
yang sifatnya “no price”, biaya tidak dibeban-
kan (langsung) kepada orang yang dilayani,
dan merupakan kewajiban pemerintah”.

Hal ini tentunya berkonsekuensi ter-
hadap kriteria pencapaian yang dilaksanakan
pemerintah dan atau privat, sebagaimana
ditegaskan lebih lanjut oleh Ndraha
(2005:192), bahwa:

“kriteria keberhasilan dalam penyeleng-
garaan pelayanan di sektor publik berbeda
dengan di sektor privat. Dalam pemerintah,
keberhasilan pelayanan publik tidak dapat
diukur dengan kepuasan pelanggan, melain-
kan dengan kepercayaan konsumer terhadap
pengelola atau provider, dan penghargaan
konsumer akan masa depan yang lebih baik”.

Sedangakan pelayanan oleh privat
sebagaimana ditegaskan oleh Ndraha
(2005:192): bahwa:

“di sektor privat kepuasan itu bervariasi
karena fakta pelayanannya banyak pilihan
dan karenanya semakin banyak memenuhi
harapan dan semakin tinggi kepuasan.
Sedangkan di sektor publik, karena fakta
pelayananya “no choice” (tidak ada pilihan),
maka tidak dapat memenuhi harapan dan
dapat dikatakan hampir tidak ada kepuasan
pelanggan’.

Pelayanan kepada masyarakat yang
diberikan baik oleh pemerintah (maupun
privat) pada hakikatnya harus menunjukan
“fungsi pelayanan pemerintah (privat) terkan-
dung tujuan untuk mewujudkan suatu keadil-
an dalam masyarakat’, Rasyid (2002:134).
Ada aspek penting yang perlu diperhatikan
dalam pelayanan publik oleh adminsitrator
publik ini yaitu berkenaan dengan kompe-
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tensi atau kemampuan sumber daya admin-
istrator itu sendiri dalam memahami, mela-
kukan, bahkan bertindak dalam pelayanan
kepada publiknya, khususnya menyangkut
masalah mentalitas administrator (Koentja-
raningrat 1984 dan Kaho 1988). Hal ini meng-
isyaratkan sesempurnanya kebijakan,
sejelasnya sistem (SOPs), dan selengkap-
nya daya dukung fasilitas (termasuk TIK)
tanpa kompetensi yang memadai dan menta-
litas yang baik akan berdampak terhadap
kegagalan dalam pencapaian tujuan negara.

Kompetensi SDM

Kompetensi dan mentalitas administra-
tor publik sebagai aktor utama dalam pelak-
sanaan pelayanan publik adalah administra-
tor sangat menentukan keberhasilan dan
kegagalan dalam pelayanan publik baik
dalam pelayanan barang maupun jasa untuk
mensejahterakan masyarakatnya. Kemam-
puan dan keakuratan TIK sebagai salah satu
daya dukung untuk memperlancar dan
mempermudah pelayanan publik tentu akan
sia-sia saja bila kompetensi administra-
tornya lemah.

Administrator merupakan sumber daya
utama birokrasi untuk terimplementasinya
dan tercapainya tujuan suatu kebijakan
sampai dengan program yang menjadi
prioritas masing-masing pemerintah daerah-
nya. Terimplementasi dan tercapainya
kebijakan sampai dengan program tersebut
membutuhkan administrator yang mempu-
nyai kompetensi yang memadai sesuai
dengan keprofesionalanya dalam tugas dan
fungsinya sebagai pelayan publik.

Kompetensi administrator merupakan
kemampuan yang dimiliki oleh seorang ad-
ministrator dalam menjalankan tugas dan
fungsinya mengimplementasikan dan
tercapainya tujuan kebijakan dan program
kerja yang menjadi tanggungjawabnya,
sebagaimana dikemukakan Spencer and
Spencer (1993:9) dari kelompok Hay and
Mac Ber, yang mendefinisikan kompetensi
sebagai berikut: “A competency is an un-




derlying characteristic of an individual that
is causally related to criterion-referenced
effective and/or superior performence in a
Jjob or situation”. Kompetensi adalah karak-
teristik dasar seseorang yang dari bukti-bukdti
pengalaman sangat efektif mempengaruhi
atau dapat dipergunakan untuk memper-
kirakan performance di tempat kerja atau
kemampuan mengatasi persoalan pada
situasi tertentu (Aripin, 2009:71).

Sejalan dengan perlunya penguatan
kompetensi bagi administrator publik ini,
kiranya pemikiran Spencer and Spencer
(1993) dapat dijadikan konsep acuan untuk
meningkatkan kompetensi para administra-
tor. Spencer and Spencer (1993:9-10), me-
ngemukakan ada lima macam karakteristik
kompetensi yang perlu diperhatikan dalam
meningkatkan kemampuan administrator
(staf), sebagai berikut :

1. Motives. The things a person consistenlly

. think about or want that cause action.

2. Traits. Physical characteristics and con-
sistent responses to situations or infor-
mation.

3. Self concept. A person attitudes, values
and self image.

4. Knowledge. Information a person has in
specific content areas

5. Skill. The ability to perform a certain
physical or mental task.

Kelima macam karakteristik kompe-
tensitersebut, menunjukkan bahwa: 1). motif
merupakan pemikiran atau niat dasar kons-
tan yang mendorong individu untuk bertindak
atau berperilaku; 2). ciri atau sifat merupakan
karakteristik yang relatif konstan pada ting-
kah laku seseorang; 3). citra diri merupakan
persepsi individu tentang dirinya; 4).
pengetahuan merupakan informasi yang
dimiliki atau dikuasai seseorang dalam
bidang tertentu; dan 5). keterampilan meru-
pakan keahlian atau kecakapan melakukan
sesuatu dengan baik.

Sebagai catatan menurut pemikiran
Spencer and Spencer (1993), bahwa
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karakteristik motif dan ciri atau sifat agak
sukar untuk dibina atau dikembangkan. Lain
halnya dengan karakteristik citra diri,
pengetahuan, maupun keterampilan mudah
untuk dibina dan dikembangkan.

Hal ini tentunya menjadi perhatian
penting bagi administrator publik dalam
menentukan SDM untuk melaksanakan
pelayanan publik dengan memperhatikan
akan kompetensi administratornya, sehingga
halini akan menjaga terhadap kekonsistenan
dalam menjalankan UU No. 25 tahun 2009
dengan dukungan UU No. 11 tahun 2008,
berjalannya sistem (SPOs) sesuai dengan
aturan yang sudah ditentukan, serta duku-
ngan penggunaan fasilitas secara tepat guna.

Strategi Berkenaan dengan Profesiona-
lisme, Politiko, dan Birokrat

Mengimplementasikan suatu kebijakan
yang terwujud dalam suatu program kerja
merupakan hal yang komplek dan dinamik,
kompetensi administrator dalam midle level
(eselon IV dan Il apalagi pada top level
(eselon Il dan 1) memeriukan kemampuan
dan strategi bagi para administrator dalam
mengimplementasikan setiap kebijakan
maupun program-programnya melalui
kemampuan sebagai seorang administrator
yang profesional, politiko, dan birokrat dalam
menjalankan tugas dan fungsinya (Goerl
(1980:9) dalam Islamy, 2007:11).

Secara implementatif dan untuk
menjaga netralitas birokrasi (administrator)
menjalankan setiap kebijakan sebagaimana
dikemukakan oleh Pfiffner and Presthus,
(1960:4), bahwa “administrator publik
sebagai implementor setiap kebijakan yang
ditetapkan oleh politisi”, hal ini sejalan
dengan pemikiran “trias politika” tentunya,
tentang pemisahan kekuasaan (separation
of power).

Pemikiran ini dipertegas Wilson (1887)
dalam Darwin (1995:2), dalam artikelnya “
the study of administration”, dikotomi politik
sangat mewarnai pemikiran dalam ilmu
administrasi pada abad ke-19. :




“The Province administration” itu
berbeda dan terpisah dengan “the province
of politic". Politik adalah segala sesuatu
yang berhubungan dengan tujuan negara,
sedangkan administrasi negara adalah
segala sesuatu yang berkaitan dengan
pelaksanaan tujuan tersebut”.

Tetapi hal ini secara pragmatis mungkin
melalui suatu kajian yang lebih mendalam
lagi adalah suatu hal yang agak sulit dan
mungkin mustahil untuk dilaksanakan pemi-
sahan kekuasaan secara fundamentalis
maupun menyangkut netralitas birokrasi,
terlebih-lebih di negara-negara berkembang.
Di samping masih lemahnya kemampuan
para pengambil keputusan, juga peran ad-
ministrator dalam mengimplementasikan
setiap kebijakan harus sejalan dengan
kebijakan itu sendiri, oleh karenanya pada
awal kebijakan dibuat tidak akan terlepas
dari peran administrator dalam perumusan-
nya bukan hanya sebagai implemetor saja,
sebagaimana dikemukakan Gordon
(1982:51) dalam Kasim (1993 :10), bahwa:
“Administrasi publik mempunyai peranan
yang lebih besar dan lebih banyak terlibat
dalam perumusan, implementasi, dan
evaluasi kebijakan publik”.

’ Penutup.

Administrator publik mempunyai pera-
nan penting dan menentukan keberhasilan
dan kegagalan pelayanan publik dalam
usahanya untuk mensejahterakan masya-
rakatnya sebagaimana diamanatkan dalam
UU Nomor 25 Tahun 2009, walaupun PP-nya
masih dalam proses pembahasan tetapi ad-
ministrator harus cerdas dan cerdik dalam
mengantisipasi dan mensikapinya.

implementasi kebijakan dan program
yang dilaksanakan administrator sebagai
tugas dan fungsinya bukan merupakan hal
mudah dalam implementasinya tetapi perlu
adanya kejelasan antara pembuat kebijakan
dengan administrator sebagai implementator,
hal ini merupakan dua sisi yang sama-sama

. penting dan menentukan untuk terwujudnya
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tujuan yang akan dicapai yaitu tersejahtera-
kannya masyarakat melalui pelayanan yang
mudah, terjangkau, dan tepat dalam
pelaksanaanya.

Kompetensi administrator dalam meng-
implementasikan setiap kebijakan dan pro-
gram akan menjadikan ukuran keberhasilan
dan kegagalan suatu program yang dilak-
sanakan oleh masyarakat sebagai sasaran
program yang dilaksanakan oleh administra-
tor publik. Daya dukung profesionalisme
sebagai administrator akan membantu
kelancaran dan ketercapaian program, di
samping perlunya mengantisipasi dan
memprediksi perkembangan yang terjadi
serta didukung dengan kemampuan admin-
istrator dalam penggunaan TIK yang tepat
melalui e-government dan berdampak
terhadap kelancaran pelayanan publik
sebagai bentuk untuk mewujudkan good
governance.

Penggunaan TIK yang tepat periu pemi-
kiran yang cerdas, hal ini menyangkut baik
aspek software maupun hardware yang periu
pengantisipasian yang cepat dan penuh
kehati-hatian, bukan hanya akan berpe-
ngaruh terhadap eksistensi administrator
sebagai pelayan publik, tetapi juga berdam-
pak menjadi patologi birokrasi bagi adminis-
trator publik dalam menjalankan tugas dan
fungsinya.

Kompetensi dan daya dukung adminis-
trator dalam menjalankan tugas dan fungsi-
nya, pada tatanan implementasi ini perlu
memperhatikan aspek strategi dalam pelak-
sanaan suatu kebijakan atau program. Hal
ini untuk menghindari terjadinya kesenjangan
(gap) antara pembuat dan pelaksana
kebijakan, sehingga tidak terjadi dikotomi
antara. politikus dan administrator dalam
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Kemampuan startegi administrator dalam
menjalankan tugas dan fungsinya perlu
memahami aspek profesional, politiko, dan
birokrat. Hal inilah yang menjadi isu dan
pertanyaan apakah artinya netralitas admin-
istrator publik pada suatu pemerintahan?
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